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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
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Nomor  : PPE.PP.01.03-2334 3 Desember 2021 
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian  
 
 
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
di 
Jakarta 
 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/831/HK.02/X/2021 tanggal 4 Oktober 

2021 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan 

telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan 

oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 

3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang 

Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan 

Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada 

Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan. 

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah 

mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi 

ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum 

diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri 

dimaksud. 

 
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

 
 
 
 
 

Direktur Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan, 

 
 
 
 

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. 
NIP. 196204101987031003 

 
 

Tembusan kepada Yth. : 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan). 
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Berita Acara Pengharmonisasian 

Pada hari ini Rabu, 3 November 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Reni Mursidayanti 

Jabatan : Kepala Biro Hukum 

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa. 

Nama : Arif Susandi 

Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan 

Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia 

Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9. 

 

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-

1/831/HK.02/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 telah dilaksanakan rapat 

pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis Kementerian 

Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 

(sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh: 

A. Arsip Nasional Republik Indonesia 

1. Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum. 

B. Kementerian Ketenagakerjaan 

1. Kepala Biro Hukum; 

2. Kepala Biro Umum; 

3. Sesditjen Binalavotas; 

4. Sesditjen Binapenta dan PKK; 

5. Sesitjen PHI dan Jamsos TK; 

6. Sesditjen PPK dan K3; 

7. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 

8. Sekretaris Barenbang Ketenagakerjaan; 

9. Koordinator Bidang Persuratan dan Kearsipan, Biro Umum; 

10. Subkoordinator Bidang Persuratan, Dokumentasi dan Kearsipan 

Kementerian, Kelompok Substansi Persuratan dan Kearsipan, 

Biro Umum; 



11. Arsiparis; 

12. Analis Pengelolaan Arsip; 

13. Perancang Peraturan Perundang-undangan; 

14. Analis Hukum. 

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H; 

2. Reni Oktri, S.H.; 

3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H; 

4. Amir Muzaqi, S.H; 

5. Bagas Wigrha Tama, S.H. 

2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan 

pengadilan;  

3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan 

Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan 

4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang 

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 

pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan 

melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut. 

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak. 

 

Jakarta, 3 November 2021 

 

 

 

Tim Harmonisasi 

Ketua,  

(Reni Mursidayanti) (Arif Susandi) 

Mengetahui, 

Direktur Perancangan  

Peraturan Perundang-undangan, 

 

 

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H) 

 



 
 

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

 REPUBLIK INDONESIA 

                                       NOMOR 26 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DINAMIS 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang utuh, 

autentik, dan tepercaya di Kementerian 

Ketenagakerjaan serta untuk memberikan acuan 

dalam pengelolaan tertib arsip dinamis oleh pencipta 

arsip sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, perlu menciptakan sistem 

pengelolaan arsip yang baik, terkoordinasi, 

terintegrasi, berdaya guna, dan berhasil guna; 

b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan Kementerian 

Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi 

sehingga perlu diganti; 




